. WALIKOTA MAGELANG

; PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 71 TANUN 2012

TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA KOTA MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang ¢ a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat

(1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah wajib
membentuk Unit Layanan Pengadaan;

5 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kota Magelang,

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

’ 2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 (entang
Larangan Praktck Monopoli dan Persaingan Usaha
yang tidak Schat (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

191}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentant
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah,;
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Menetapkan

16,

37

18.

19,

20.

s

:’Z;E:‘(jr:;‘ prgslden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
telah diunb arang/Jasa Pemerintah scbagaimana
Peraturan Sh .beerapa kali  terakhir  dengan
Perubah; residen Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Tahun an Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Pemeri 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
(.mermtah;

b P

égz)dét:ran, Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

scha acimdng pCdomén Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalagn m;na telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perubah €geri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
an atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012

tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa;

’Pcraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Kota Magelang.
MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA KOTA MAGELANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

I. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat dacrah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Magelang.

3. Walikota adalah Walikota Magelang.
Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
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0.

10.

11.

14.

15.

16.

wuan Kerja Perar

::;::llah insljansi dilg}(iz;klaic;a: });ang selanjutnya disingkat SKPD
nepunakan A ¢merintah Kota Magelang yang

i;:::/";lau Anggarnagr%a;‘)igd:;:fiapat&n dan Belanja Ncgara g(APBN)

Magelang. an dan Belanja Daerah (APBD) Kota

pengadaan Barang/Jasa Pemerinta

:?ngkungan PCmCrir%tahasl? olch Satuan Kerja Perangkat Dacrah di
ola Magelang, yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai di : _—
untuk memperoleh Barang/Jasf;a‘ diselesaikannya seluruh kegiatan

Unrl;;n[;:'}izinan :;régfidaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit
?’Z{Bg’u‘i;:m I};aranér/lf]aa}; (:;\eliah yang berfungsi melaksanakan

( g R i 1 nNers z y
persifat permanen, ingkungan Pemerintah Dacrah yang

Kelompok Kerja Pengadaan sela
Kelompok Kerja yang terdiri atas
keahlian Pengadaan Barang/Jasa
pemilihan penyedia barang/jasa di d

h Kota Magelang yang selanjutnya

njutnya disebut Pokja, adalah
Pegawai Negeri Sipil bersertifikat
yang bertugas melaksanakan
= . alam ULP.

Scm.hkat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda
bukti pengakuan atgs kompetensi dan kemampuan profesi di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang,

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada pejabat
fungSlf)nal_pengadaan ULP berdasarkan kompetensi dan kemampuan
profesi di  bidang pengadaan barang/jasa pemerintah  serta
melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas

mengembangkan  dan  merumuskan  kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa.

. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE

adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk

menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.

. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah

yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis
web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi
dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
melalui http:// www.lpse.kotamagelang.go.id.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adala}} Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD yang ditetapkan
oleh Walikota.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan seluruh atau scbagian
anggaran SKPD yang ditetapkan oleh Wallkota étgs usul PA.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa.
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50 B
7. P('m};’;gian gg?gg/gdgzila‘:;ialah Pejabat pemegang kewenangan
.n& u i . : >
f;:nsing SKPD. Jasa milik Negara/Daerah di masing

, Pg‘%\i"::gal:;"iﬁ"’a‘:: kdan Belanja Negara, selanjutnya disingkat
f\ 4 cuan a . an
gibahas dan disetujui 1 8an tahunan pemerintahan pusat yans

trsama oleh pemeri an DPR, dan
duclapk"m dengan pPeraturan pcmerintahp o 3
panitia Pengadaan  adalg

anggaran/kuasa  pengguna an kan
pior : ara nggara
engadaan baran Nggaran untuk menyelengg ,

pruSL‘dur pemilihan,

0. Pejabat Pengadaan adalah
“ pengadaan Barang/Jasa ya
,1. Pejabat Fungsional Pen

s )

—

personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
ng melaksanakan Pengadaan Langsung.

i rengadaan ULP adalah Pegawai Negeri Sipil yang
bcrscrtl}l;lkat ie?(hhar]\ kPengadaan barang/jasa pemerintah yang
ditugaskan untuk melaksanakan ' merintah
oleh Walikota. pengadaan barang/jasa pe

52, Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan

vang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa
lain.

»3. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit
Layanan Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

BAB I
KEDUDUKAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP TUGAS
DAN KEWENANGAN ULP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

.~ (1) ULP merupakan unit organisasi pemerintah non-struktural yang
bersifat permanen di Pemerintah Daerah.

(2) ULP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah dan dalam pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

(3) Anggota ULP bersifat Ad Hoc.
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Bagian Kedy,

Tujuan

Pasal 3
yLp dibentuk dengan tujuap, -
membuat proses pengadaan

& |ebih terpadu, efektif dan eﬁsi:?:ang/jasa Pemerintah Daerah menjadi
) meningkatkan efektifitag tugas ’da

n fungsi SKPD dalam menjalankan

wgas pokok dan fungs; d bidang pengadaan barang/jasa;

menjamin persamaan kege
. m . ‘
burang/Jasa agar tercipta perssftan’ akses, dan hak bagi pcnycdxa

d menjamin  proses pengada Ngan usaha yang sehat; dan
© dilakukan secara prol’esiona’c}n barang/jasa Pemerintah Dacrah yang

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Tugas

Pasal 4

Ruang lingkup pelfaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan
pcngadgan barang/Jasa Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh
penyedia ' barang/ jasa melalui proses pelelangan/seleksi sampai
dengan ditandatanganinya kontrak oleh PPKom yang pembiayaannya
scbagllan atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengadaan barang/jasa di luar proses pelelangan/seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui ULP atas
permintaan SKPD.

(1

(2

Pasal 5

ULP mempunyai tugas utama sebagai berikut :

a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama
dengan PPKom;

b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

¢. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website
Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi masyarakat, serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal Pengadaan

Nastional,

d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pasca kualifiasi;

. melakukan evaluasi
penawaran yang masuk;

[ menjawab sanggahan;

T B g P T

administrasi, teknis dan harga terhadap
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an pengadaan barang/jasa;
Kerja/SPesifiasi. teknis pelcqnggr " raan Sendiri, Kerangka Acuan

ppKom; Jaan dan rancangan kontrak kepada
membuat laporan men e
Walikota; B¢nai proses dap hasil pengadaan kepada

lingkungan ULP;
melaksanakan pangadaan b s i
pengadaan secara elektroniy écii?al?g“asa SEAR S S

PSE;
melaksanakan evaluas; .
telah dilaksanakan; ' tethadap proses pengadaan barang/jasa yang

mengelola dan menatausap ' jas
di lingkungan ULP; dan akan manajemen pengadaan barang/jasa

bertanggung jawab secara |a

: i ngsu : —,
barang/jasa di lingkungan BSung mengenai pelaksanaan pengadaan

ULP kepada Walikota.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan yang dimiliki oleh ULP meliputi :

a.
b.
c.

menetapkan dokumen pengadaan;

menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
menetapkan pemenang untuk :

1. pclelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

2. scleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,-
(secpuluh miliar rupiah);

mengusulkan calon pemenang kepada Walikota atau PA untuk

penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di

atas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan jasa

konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar
rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan atau
scleksi;

mengusulkan sanksi pencantuman dalam daftar hi.tam kepada

PA/KPA terhadap penyedia barang./jasa yang terbukti melakukan

perbuatan dan tindakan seperti  penipuan, p§malsuan, 'dan

pelanggaran lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah

Daerah; dan
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T T W TR T

.mberikan sanksi admin:

. xﬂtm Y m

f n“.]-,\kuk'dﬂ Ptlﬂnggaran, perb pada Penyedia barang/jasa yang
Jengan ketentuan sehyg aima:amn' atau tindakan yang bertentangan

ymor 54 tahun 201¢ A Yang diatur dajam Peraturan Presiden

Non 4 Ntan
perikut seluruh Pt‘rubahannya “Ngadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB |j1
ORGANISASI

Bagian Kesapy,

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi ULP (e
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Pokja.

rdiri atas -

2) Kepala sebagaimana dimaksud

dijabat olch Kepala Bagian Perlepada ayat (1) huruf a, secara ex-officio

ngkapan Sekretariat Daerah.

@) Sckretariat sebagaimana dimaksy
oleh scorang Sekretaris yang seca
Bagian Pengadaan pada Bagian pe

d pada ayat (1) huruf b, dipimpin
ra ex-officio dijabat oleh Kepala Sub
rlengkapan Sekretariat Daerah.

(4) Pokja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdiri dari :
a. Pokja Pengadaan Barang;
b. Pokja Pekerjaan Konstruksi;
c¢. Pokja Jasa Konsultansi; dan
d. Pokja Jasa lainnya;

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3), dibantu oleh :
a. Koordinator Pokja; dan
b. Staf Pendukung.

(2) Koordinator Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari :
a. Koordinator Pokja Pengadaan Barang, terdiri dari :
1. Koordinator Bidang Perlengkapan Kantor; dan
2. Koordinator Bidang Peralatan Kantor.
b. Koordinator Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri dari :
1. Koordinator Bidang Cipta Karya;
2. Koordinator Bidang Bina Marga; dan
3. Koordinator Bidang Pengairan.
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IR T S S

1)

n
) graf pendukung sebagaj Badaan J,

Koordinator Pokja

. p ¢ ard.
Koordinator Pokia p.. 8daan Jag .
d Ja Pe onsultansi.

Sa lainn
Mang g ya.
dart: dima sud pada ayat (1) huruf b, terdiri
a. Slill: pendukung bidang pel
b. Stafl pendukung bigape & Yanan;
. Stal pendukung p; ;
6. Idan MOnites:
Nitoring dan ey .
aluasi.

1Sasi ULP yope
k terpisahkan d

Bagan Struktur Organ

merupakan bagian tigq antum dalam Lampiran yang

ari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tugas
Pasal 9
Kepala sebagaimang di
4 pertugas: maksud - dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
a. memimpin - dan m T
LEEMASUN SaBia s:rittifrdlnasnkan seluruh  kegiatan ULP,

(2)

: oF egiata g
yang dilimpahkan ke ypp dari maiing-?nasiiegn'g;?’?n Sl
b. menyusun dan melaksanakq )

: n i ;
yang dilaksanakan melalui ULp. S penguian Bareag/jans

¢. menyusun program kerja ULP;

d. mc?gawf{lSl scluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan
melaporkan  apabila ada Penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan;

¢. membuat laporan pertanggun

. giawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa secar

a langsung kepada Walikota.

melaksanakan - pengembangan dan pembinaan sumber d
manusia di bidang pengadaan barang/jasa;
g. menugaskan/menempatkan /memindahkan

sesuai der_mgan beban kerja masing-masing Pokja dengan
memperhatikan kompetensi dan rekam jejak ;

h. mengusulkan pengangkatan dan
ULP kepada Walikota;

mengangkat dan menetapkan tenaga teknis dan/atau tenaga ahli
sesuai dengan kebutuhan.

aya

personil anggota Pokja

pemberhentian anggota Pokja

Kepala ULP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap
dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertugas:
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“10.

melaksanakan

Pengelolaan
pengadaan baran

: dan  penag e
T ausahaatr ianajemen
nent B/ )asa dj lmgkungnn ULP, 5 pat 1l
MENRIVENLANSasE paket.nake |
' Paket-pakey Pekerjaan Yang akan dilelang/diseleksi;
menerima dan mengkoordin, ' ahan oy

4 ‘u.ukun‘ Pengaduan dan sanggahan yang
arang/jasa dan masyarakat,
ngadaan bm‘ung/jusu;

neaitkan jami :
JAminan sanggahan banding dari penyedia

disampaikan oleh penyedis
mengelola dokumen pe

menenma dan me
barang/jasa,

melakukan Pemantavan

dun (‘V&lhlu |
cneadag are ina - S (e p sanaan
X np..ld wun l).lr.mg/Jnm dan menyusun lnp()run. rhudnp p(luk :
]

Kepala  yLp kepada PPKom untuk

enunjukan Penyedia B ' RS :
melakukan koordinasi . arang/Jasa (SPPBJ);

dengan  Lps . :
pengadaan Barang/Jasa secara (‘k'klroni;E terkait  pelaksanaan
- 1]
mengusulkan Penugasan /pene

Pokja kepada Kepala ULP se
Pokja dengan memperhatika
vang bersangkutan;

menyiapkan  dan mengkoordinasikan kebutuhan tenaga teknis
dan/atau tenaga ahli dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
menyusun jadwal tugas Pokja;

Sckretans ULP dapat me
ULP

menviapkan  surat usulan
menerbitkan Surat p.

Mpatan/pemindahan personil anggota
suai dengan beban kerja masing-masing
" kompetensi dan rekam jejak personil

rangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja

Pasal 11

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ bertugas:

a. mengkaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) atas paket pekerjaan yang akan dilelang/diseleksi;

b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka
Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan
kontrak kepada PPKom;

¢, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

d. menctapkan Dokumen Pengadaan;

¢. menctapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

[ mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website

dan  papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal

Pengadaan Nasional,

mclaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan

sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh

LPSE;

h. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi;

. menjawab sanggahan;

e
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(2)

(3)

m.

0.

Pokja dalam rangka mendy
terhadap dokumen penawaran darj
dapat berkoordinasi dengan Pokj
pengadaan barang/jasa yang sejenis.

Dalam mclaksanakan tugasnya
kewenangan dan tanggung ja

“11.

mengusulkan Penetan,
penyedia burung/pckérr)j:an
di atas Rp100.000. ¢

. V00000
jasa  konsultans; 200, “eratus miliar rupiah) dan penyedia

(h('pll]llh mllmr rupia (:rn‘llal di atas R .
menetapkan pcmcxl)la:é melalui Kepglq ULP, P10.000.000.000,0
1. pelelangan at untuk .

pe m(‘nan

ke —
k()nstruksi/ pada  Walikota untuk

Jasa lainnya yang bernilai

au

pengadaan  bargy Cou
b('rr‘ulai paling 1i§;’;§fk§”§'a" kons
rupiah); atay P100.000.0
2. scleksi atay ;
[aes k(msgﬁ';l;:gukkan' langsung untuk paket pengadaan
Rp10.000.000.000,00 (o0 '8 bernilai paling  tinggi
menyansaikan d. 00 (sepulyh miliar rupiah); g
dokumen asli Bcri(t):uAn}en as“_BCrita Acara Hasil Evaluasi dan
cara Hasil Pemilihan serta salinan Dokumen

Pemilihan Penyedia B
ULP; Arang/Jasa kepada PPKom melalui Kepala

menyimpan asli dokumen pe
membuat  laporan men i

. en i
barang/jasa kepada Kepals UE;" IR s
mcmbc_rikan data dan inform,
penyedia  barang/jasa
penipuan, pemalsuan dan

mengusulkan bantuan te
berasal dari Pegawai Nege

langsung untuk paket
truksi/jasa lainnya yang
00.000,00 (seratus miliar

milihan Penyedia Barang/Jasa ;
pengadaan

asi kepada Kepala ULP mengenai
yang  melakukan perbuatan seperti
pelanggaran lainnya; dan
r.lag'a.teknis dan atau tenaga ahli yang
ri Sipil atau swasta kepada Kepala ULP;

kung proses evaluasi dan Kklarifikasi
peny_edia jasa jika diperlukan
a yang lain dengan memperhatikan

» setiap anggota Pokja mempunyai
wab yang sama ddlam pengambilan

keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(4) Keanggotaan masing-masing Pokja berjumlah gasal paling kurang 3
(iga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan

kompleksitas pekerjaan.

(5) Anggota Pokja dapat bertugas menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

Pasal 12

Koordinator Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,

bertugas:

a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan

pelaksanaan

pemilihan

penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Pokja sesuai bidang

pengadaannya;
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memberikan informag; ;
engadaan barang/jaaa,yang dibutuhyap, Pokja dalam pelaksanaan

gtal pendukung sebagaimanana g |
pertugas: dimaksug dalam Pasal 8 ayat (1) hurul b,

a

yang dilakukan oleh pop; Pelaksanaan pengadaan barang/jasa
menyampaikan hasilnya k:pi?j sesuaj pidang pengadaannya, dan
Kepala ULP kepada Walikoty. a Sekretaris ULP sebagai bahan laporan

BAB [v
PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan
Pasal 14

Anggota Pokja ULP wajib memenuhi persyaratan:

a. pegawai negeri sipil;

b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan
kompetensi yang dipersyaratkan;

¢ memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

d. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas anggota Pokja
vang bersangkutan;
¢. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan;

. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat
Pengadaan; dan

g. menandatangani Pakta Integritas.

|
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pcnmll“k“mn

Pasal 15
K('l)&llll l)lll" S(?k“-‘uri‘ ULP .
| pendukung diangkay dcngun'K[,.‘:g:'u:‘:.LP-WK;)Krdinutor Pokja, dan Staf
N Walikota,

Pokja ULp »
Putusgyp Kepaly Ul;j;r‘d“’*urkan paket pekerjaan

gusunan - keanggotaay
T ditetapkan (h-ngun Ke

Bagian Ketiga
pcmbc"hcnlian

Pasal 16

) S |
l\'(‘lu;]:‘}(l:::;: :lllsxlrk}:::\‘:lr]::nuolf:{] ‘l;,ol](j:: ULP, Koordinator Pokja, dan Stafl
st alikota : raturan
:,t-rmulung-undungan_ berdasarkan ketentuan peratu

Pasal 17

Anggota Pokja ULP sebagaimang di
dihvrhcnlikm} oleh Walikota deng
pendapal darl' :

a. Tim Pembina ULP; dan/atay

b. Pejabat Pengawas Internal Pemeringap Dae
¢ Kepala ULP; dan/atau

d. Asosiasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa,

maksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat
A mempertimbangkan masukan dan

rah; dan/atau

Pasal 18

pokja ULP berdasarkan atas paket pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diberhentikan oleh Kepala ULP dalam hal:
a. tugasnya dinyatakan selesai; dan/atau

b. terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 19
(1) Pegawai negeri sipil yang ditugaskan di ULP berhak:

a. mendapatkan jenjang karier struktural sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
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b, menerima honorarjyy,

, . yan
keuangan Pemeringqy, Daershbcsara““)'a sesual dengan kemampuan

) Honorarium sebagaimang i
“ dengan Keputusan Wahko[a‘maksud Pada ayat (1) huruf b ditetapkan

BAB vy
TATA KERJA

Pasal 20

Lp dalam mclaksanakan tugasn
Jengan SKPD selaku penggunai

Ya wajib menjalin hubungan kerja
paupun SKPD terkait lainnya ge

Nggaran dan/atay pengguna barang/jasa
rta dengan LKPP,

Pasal 21

() Hubungan kerja ULP dengan SKPD, meliputi:
a. ULP dan SKPD mengadakan koor

dalam rangka menunjang k
barang/jasa;

dinasi sesuai dengan kebutuhan
elancaran pelaksanaan pengadaan

penyusunan - rencana  maupyn pelaksanaan  pengadaan
barang/jasa serta memp

: ) antu  menyelesaikan persoalan yang
dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; dat}:

c. menyampaikan petunjuk dan arahan dalam rangka pengendalian
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan Walikota.

(2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP, meliputi:

a. ULP menyampaikan laporan semesteran hasil pelaksanaan
pengadaan barang/jasa kepada LKPP;

b. ULP mengadakan konsultasi sesy
LKPP dalam rangka penyelesaian
proses pengadaan barang/jasa;

c. ULP dapat menyampaikan masukan kepada LKPP sebagai bahan

perumusan - strategi  dan  kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah.

ai dengan kebutuhan kepada
persoalan yang dihadapi dalam

BAB VI
PROSEDUR PENGAJUAN RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 22

PA/KPA  mengajukan permohonan proses pemilihan  pengadaan

barang/jasa kepada Kepala ULP dengan dilampiri persyaratan sebagai

berikut :

4. salinan/rekaman DPA untuk masing-masing paket
pekerjaan/kegiatan;
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dokumen asli Harga Perkiraa

peke rJ)ud'n yang dnctapkan oleh egg'“ Untuk masing-masing paket
pA/KPA; | Om dan telah disahkan oleh
gpesifikasi  teknig untuk . _
ditctapkan oleh PPKom dan d?;i;‘}:‘agr;m?s}:ng paket
dokumen asli gambgr teknis oOleh PA/KPA;
ks ale yang ditetapks,

(]lb‘dh‘k]lnk,()t}yl PA{K‘PA untuk magin _apken oleh PPKom dan telah
memerlukan gambar, B-masing paket pekerjaan yang
dokumen asli Ke
ppKom dan telah
ckerjaan khusus unty) " .

J'r;su lainnya; dan Pengadaan Jasa kon i 2f

pekerjaan  yang
rangka
disahk,

dokumen asli draft kontrak sure W
' syarat khusus kontrak un/t fal perjanjian beserta syarat umum dan

ditetapkan oleh PPKom. - maSing-masing paket pekerjaan yang

Pasal 23

) Proses pemilihan penyedia gy i ;
(1) iika pemeriksan kelengkapa ang/jasa oleh ULP dapat dilaksanakan

" N persyarat ' i
pada ayat (1) telah dinyatakan lengkag dr:nagensae? ey SR

2) Biu%’a ,)ang ttl)n?bUI dalam setiap tahapan proses pemilihan penyedia
barang/jasa berupa pembuatan dokumen pemilihan, dokumen risalah
pengadaan, snack rapat dan ho ]

: : norarium Anggot in Athiat,
pada masing-masing SKPD Pengguna Anggaras.go .1 FRena

BAB VI]
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan ULP dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

(1) Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh Tim Pembina ULP setiap satu
kali dalam triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) ULP melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dilingkungan ULP setiap triwulan dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan kepada Walikota.
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PEMBINAAN e "
: PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

pembinaan fungsiong) ULP
(1) : P dil
2 pembinaan fungsiong anggot: l;)sal-]akan oleh Tim Pembina ULP.
okja dilaksanakan oleh Kepala ULP.

Pasal 27
neendalian kontrak
pengendall . tual gt
masing SKPD dilaksanakay, B

laksanaan bara
cesuai dengan kewenangan d

oleh p ng/jasa di masing-
an tanPKOm dan PA/KPA pada SKPD terkait
88Ung jawabnya masing-masing.

Pasa] 28

pengawasan terhadap Pelaksanaan,
oleh Aparat Pengawas Interng) P

P€hgadaan barang/jasa dilakukan
peraturan pcrundang-undangan_

€merintah (APIP) berdasarkan ketentuan

' BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
peraturan Walikota ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

nnya dalam Berita Daerah Kota
Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tapggal 23 Desermber 2012

ALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERARKOTA MAGELANG,

SUGIHARTO -
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOM
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LAMPIR,\N

PE

NOR?(])URAN WALIKOTA MAGELANG

o SR ] TAHUN 2013
”’.NTANG
UN'”AYA\IAN . o A
Lang N IE JASA KOT

MAGELANG ' ENGADAAN BARANG/)

3AGAN STRUKTUR ORGANISAg; UNIT 15

YANAN pig ANG/JASA KOTA
MAGELANG GADAAN BARANG

/\1;{)&@ KQQ&MI\TOR POKJA STAF PENDUKUNG
’”Q"(,ifl’ I PENGADAAN BARANG I BID. PELAYANAN
GADAAN 2 Koordinator iy 2. BID. UMUM .
pEN '\'NG Perlengkapan Kantor 3. BID. MONITORING
pAR? \DAAN oordinator Big DAN EVALUASI
: i;?l/{ AN  leconse 2 Peralatan K ano
" Sl - PENGADAAN
(ONSTRUKS PEKERJAAN
3"1\';\“ K()NSTRUKSI |
J,‘O\:QUL'I"\NS] a. l((\(l)olrdllgator Bidang
KOI Ipta Karya
i P[N(]A[\)S\'/;‘Ii A b. Ko[:)rdinarli)r Bidang
JASA L/ Bina Marga
c. KoordinalorBidang
T Pengairan
3. KOORDINATOR
PENGADAAN JASA
KONSULTANS]
4. KOORDINATOR
PENGADAAN JASA
LAINNYA
e

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO
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